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ABSTRAK 
 

Narapidana korupsi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai 

hak yang wajib dijunjung oleh hukum dan pemerintah. Adanya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan untuk memberikan jaminan per-

lindungan terhadap hak tahanan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan ke-

mandirian warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri supaya 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan 

masyarakat. Dalam penerapan Undang-undang pemasyarakatan menuai kontro-

versi di kalangan masyarakat karena dianggap mempermudah pemberian hak pem-

bebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada 

mekanisme pelaksaan dan penerapan dalam pemberianan hak pembebasan ber-

syarat narapidana korupsi. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

mengkaji penelitian ini yaitu: Asas Transparansi dan HAM dalam Islam. 

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (normative legal research) 

dengan menggunakan pendekatan yurudis normatif yaitu suatu penelitian dan 

kajian terhadap undang-undang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 

mendeskripsikan persoalan terkait masalah kemudian menganalisisnya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mekanisme pelaksaan pem-

berian pembebasan bersyarat narapidana korupsi belum terlaksana secara trans-

paran dalam memberikan surat keterangan baik, serta penerapan hak pembebasan 

bersyarat narapidana korupsi tidak sesuai dengan HAM dalam Islam yang mana 

HAM dalam Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. 

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Asas Transparansi, Hak 

Asasi Manusia dalam Islam. 
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ABSTRACT 

 

Corruption convicts are part of society who have rights that must be upheld 

by law and government. The existence of Law Number 22 of 2022 concerning Cor-

rections to provide guarantees for the protection of prisoners' rights and to improve 

the quality of personality and independence of inmates so that they are aware of 

mistakes and improve themselves so that they do not repeat criminal acts so that 

they can be accepted again in society. The application of the Correctional Law has 

drawn controversy among the public because it is considered to facilitate the grant-

ing of rights to corruption convicts. This research focuses on the implementation 

and enforcement mechanisms in granting the rights of corruption convicts. The the-

ory used as the basis for reviewing this research is: The Principle of Transparency 

and Human Rights in Islam. 

This type of research is normative legal research using a normative juridical 

approach, namely a research and study of laws. The nature of this research is de-

scriptive analysis, namely describing issues related to the problem and then analyz-

ing it. 

The results of this study indicate that the mechanism for implementing con-

ditional release for corruption convicts has not been carried out in a transparent 

manner in providing good statements, and the application of the right to parole for 

corruption convicts is not in accordance with human rights in Islam where human 

rights in Islam highly uphold a sense of justice. 

Keywords: Law Number 22 of 2022, Transparency Principles, Human Rights in 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

MOTTO 

 

“Berdosalah Hingga Kau Masuk Surga” 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusu-

nan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ eṡ (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ eṣ (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ ḍe (dengan titik di bawah) ض
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 ṭ ṭ ṭe (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ẓet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...‘… koma terbalik ke atas‘ ع 

 Gaīn G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ꞌ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap 

عاقدين تم  muta‘āqidain 

 iddah‘ عدة

 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

  hibah هبة 
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 Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’karāmah al-auliyā كرامة الأولياء 

 

IV. Vokal Pendek 

 fatḥah A ـَ

 kasrah I ـِ

 ḍammah U ـُ

 

V. Vokal Panjang 

fatḥah + alif Ā جاهلية jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ya’ mati Ā  يسعى yas‘ā 

Kasrah + ya’ mati Ī  كري karīm 

ḍammah + wau mati Ū فروض furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya’ mati ai  بينكم bainakum 

fatḥah + wau mati au  قول qaul 
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 a’antum أأنتم 

 u’iddat أعدت

 la’in syakartum لئن

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 al-Qur’ān القرأن 

 al-qiyās القياس 

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’as-samā السماء

 asy-syams الشمس

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ ذويالفروض

 ahl as-sunnah أهل السنة

 

 

 

  



xiii 
 

KATA PENGANTAR 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berlandaskan atas da-

sar hukum bukan berlandaskan atas dasar kekuasaan. Dalam hadapan 

hukum seseorang mempunyai kedudukan yang sama rata dan mempunyai 

ha katas penghidupan yang layak. Di dalam pasal 28A hingga 28J Undang-

undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan hukum atas hak asasi 

manusia. Setiap seseorang berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian 

dan jaminan hukum yang seadil-adilnya serta mendapakan perlakuan yang 

setara dihadapan hukum hal ini tertuang pada pasal 28D ayat (1) UUD 

1945.1 

Adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai 

penanggung jawab sistem tatanan masyarakat di Indonesia telah merumus-

kan sistem kemasyarakatan di mana narapidana dianjurkan untuk mem-

benahi perilaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar narapi-

dana berkesempatan kembali diterima di lingkungan masyarakat dan dapat 

turut serta berperan aktif sebagai warga negara setelah melalui tahap 

pembinaan yang akan bertugas di lembaga pemasyarakatan.2 

Tujuan pembinaan narapidana, sebagaimana dirumuskan berdasar 

sistem pemasyarakatan, adalah menjamin supaya korban bisa menjadi 

 
1 Desfianti Gebi Sari, dkk, “Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu,” Di Ponogoro Law Jurnal, Vol. 6:2 (2017). 

2 Edi Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis 

Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” Jurnal Hukum, Vol. 44:4 (2014). 
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seseorang manusia seutuhnya, agar searah dengan tujuan pembangunan 

nasional berdasarkan metode seperti pembinaan dan penguatan iman, yang 

memungkinkan mereka untuk berhasil berintegrasi Kembali ke dalam 

masyarakat setelah menjalani masa hukuman.3 

 Dalam membimbing dan membina narapidana Lembaga 

pemasyarakatan adalah instansi dari sub peradilan yang berfungsi untuk 

melaksanakan hal tersebut. Lembaga pemasyarakatan selain tempat untuk 

membimbing dan membina narapidana  juga sebagai tempat pelaksana 

pidana penjara bagi narapidana dan sebagai pencabutan kebebasan. Instansi 

pemasyarakatan adalah tahapan terakhir dari sistem peradilan pidana. 

Peradilan tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan.4 

Tatanan pemasyarakatan diadakan dalam rangka menjamin 

beberapa hak-hak narapidana, anak serta memberikan kualitas kemandirian 

dan kepribadian narapidana supaya mereka menyadari kesalahannya, serta 

membehani diri agar tidak mengulangi kesalahan dan dapat diterima 

kembali ke dalam penjara. Fungsi lembaga pemasyarakatan antara lain 

meliputi pelayanan, pembinaan, pengembangan masyarakat, pemeliharaan 

dan penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia. Setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan mempunyai haknya 

 
3 Fernando,dkk, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi 

Bagi Narapidana,” Jurnal Hukum, Vol. 1:1 ( April 2021). 

4 Hakki Fajriando, “Evaluasipelaksanaancommunity-Based Correctionsdi Lapasterbukake-

lasiiirumbai (The Evaluationof Community-Based CorrectionsinRumbai Class3 Open Correctional 

Facility),” Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham), Vol. 13:3, (November 2019). 
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masing-masing, yang terdiri dari bersifat yang mutlak dan juga yang 

bersyarat. Salah satu hak pembebasan bersyarat adalah setiap narapidana 

berhak memperoleh pembebasan bersyarat jika terdapat beberapa syarat atau 

syarat telah terpenuhi. 

Peran hukum sebagai perlindungan, menurut Sahardjo, membuka 

pintu untuk memperlakukan narapidana secara khusus, dengan pemasyara-

katan sebagai tujuan pemenjaraan. Melalui Keputusan Konferensi Kepala-

kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 27 April 1964, konsep 

pemasyarakatan dikembangkan lebih jauh, dan pengaktualan pidana 

penjara di Indonesia diubah dari skema kepenjaraan menjadi skema 

pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan pembimbingan. Sebagai 

tahap terakhir dari pemidanaan dalam skema peradilan pidana, tujuan 

pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana 

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan teknik pembinaan. Tanggung jawab 

dan peran petugas pemasyarakatan termasuk menegakkan hukum dan ket-

ertiban, menjaga standar hidup narapidana, dan merawatnya.5 

Undang-undang pembebasan bersyarat narapidana telah menuai 

kritik. Pembebasan narapidana luar biasa juga telah menimbulkan 

kontroversi selain pembebasan narapidana biasa. Beberapa orang percaya 

bahwa pilihan tersebut adalah pilihan terbaik yang harus diambil untuk 

 
5 Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Na-

rapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan,” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 

Vol. 2:2 (Mei-Agustus 2013). 
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menjunjung hak asasi manusia dalam skema peradilan pidana. Dalam pan-

dangan lain  banyak juga yang menyesalkan pilihan tersebut dengan 

beberapa alasan, terutama kekhawatiran akan dampak ketidakpastian sosial 

dan keamanan setelah narapidana dibiarkan berkeliaran bebas di 

lingkungan sekitar.6 

Pemberian pembebasan bersyarat diberikan untuk seluruh 

narapidana tanpa membedakan jenis pidana yang diperbuat, antara maling 

ayam dan koruptor maupun antara pemerkosa dengan terorisme sama-sama 

berhak untuk mendapatkan  pembebasan bersyarat, hal tersebut turut 

menyulut rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, yang mana diantara 

keduanya dapat memperoleh pembebasan bersyarat tersebut jika sudah 

memenuhi persyartan yang ditetapkan dalam Undang- undang, terkait 

persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat termuat dipasal 10 

ayat (2) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:7 

1. Berperilaku baik 

2. Berpartisipasi aktif dalam program pembinaan 

3. Menunjukkan penurunan tingkat resiko 

Apabila narapidana/tahan yang dihukum pidana atau penjara 

seumur hidup dan hukum mati tidak berhak mendapatkan hak pembebasan 

bersyarat tersebut. 

 
6 Reza Yoga Hatmoko, “Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap 

Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane 

Semarang,” Junal Hukum, Vol. 5:3 (2016). 

7 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2). 
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Salah satu persyaratan yang paling banyak mendapat sorotan adalah 

narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat harus sudah 

dinyatakan berkelakuan baik, hal tersebut dianggap akan rentan terjadi 

kolusi antara pihak lapas dengan para narapidana karena bisa saja pihak 

lapas melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan berkelakuan baik 

tersebut karena pemberian keterangan berkelakuan baik juga tidak 

dilakukan secara transparan. 

Sepanjang tahun 2022 Dirjenpas telah mengedarkan SK 

pembebasan bersyarat kepada seluruh narapidana dalam segala kasus keja-

hatan pidana di Indonesia yang berjumlah 58,054 SK PB/CB/CMB narapi-

dana semua kasus tindak pidana diseluruh Indonesia. Pada September 2022 

terdapat sebanyak 1.366 orang narapidana semua kasus tindak pidana dari 

seluruh Indonesia yang mendapatkan PB termasuk 23 narapidana korupsi.8 

Adapun 23 narapidana tersebut yaitu: Ratu Atut Choisiyah, Tubagus 

Chaeri Wardhana, Pinangki sirma malasari, Desi asrryani, Mirnawati, 

Patrialis akbar, Syahrul raja sampurnajaya, Zumi zola Zulkifli, Setyabudi 

tejocahyono, Surya dharma ali, Sugiharto, Andri tristianto sutrisna, Budi 

Susanto, Danis hatmaji, Arif budi raharja, Edy nasution, Irvan rivani 

muchtar, Supendi, Ojang sohandi, Tubagus cepy septhiady, Andi taufan 

 
8 "Dirjen Pas Sebut Pembebasan Bersyarat Napi Tipikor Sesuai Amanat UU," https://ru-

tansungaipenuh.kemenkumham.go.htm, akses 21 Maret 2023. 

https://rutansungaipenuh.kemenkumham.go.htm/
https://rutansungaipenuh.kemenkumham.go.htm/
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tiro, Anang sugiana sudiharjo, Amir mirza hutagalung.9 

Ditjenpas Kemenkumham mengatakan para narapidana korupsi 

yang mendapat pembebasan bersyarat sudah memenuhi persyaratan se-

bagaimana termuat dalam undang-undang pemasyarakatan.10 Hal tersebut 

dianggap sangat kontroversial karena koruptor dianggap terlalu mudah 

untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan banyak juga pihak yang 

mempertanyakan tentang prosedur pemberian surat keterangan baik, yang 

mana telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya surat keterangan baik 

merupakan syarat yang paling utama dalam upaya untuk mendapatkan 

pembebasan bersyarat yang merupakan hak seorang narapidana. 

Dengan banyaknya dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang 

dalam pemeberian surat keterangan baik yang akan digunakan untuk 

memperoleh pembebasan bersyarat oleh napi koruptor maka penulis 

anggap perlu kiranya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang 

mekanisme yang harus ditempuh dalam upaya memperoleh pembebasan 

bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 

ayat (2) Tentang Pemasyarakatan, berdasarkan Asas Transparansi dan 

HAM dalam Islam. 

Melihat fenomena tersebut, oleh karena itu peneliti mengangkat 

judul tesis tentang “Asas Transparansi dalam Penerapan Hak Pembebasan 

 
9 Eko “Daftar 23 Napi Korupsi Yang Bebas Bersamaan,” https://www.merdeka.com/peri-

stiwa/daftar-23-napi-korupsi-yang-bebas-bersyarat-bersamaan-hot-issue.html, akses 21 Maret 

2023. 

10 Ibid. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-23-napi-korupsi-yang-bebas-bersyarat-bersamaan-hot-issue.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-23-napi-korupsi-yang-bebas-bersyarat-bersamaan-hot-issue.html
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Bersyarat Narapidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 

2022 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah mekanisme penerapan hak pembebasan bersyarat bagi narapi-

dana korupsi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan asas trans-

paransi? 

2. Apakah penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam 

UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan pandangan HAM dalam Is-

lam? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan mekanisme penerapan hak pembebasan bersyarat 

bagi narapidana korupsi dalam UU nomor 22 tahun 2022 sesuai dengan 

asas transparansi. 

b. Untuk menjelaskan penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana 

korupsi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai dengan pandangan 

HAM dalam Islam. 

2. Kegunaan Penelitian  

Dalam hal ini peneliti bertujuan agar penelitian karya ilmiah ini dapat 

memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan dapat menjadi landasan 

bagi peneliti di masa depan. Selain hal tersebut penelitian ini juga adalah 

salah satu dari sekian persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi 
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Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

 

Penulis telah melakukan survei literatur berupa telaah pustaka pada 

penelitian terdahulu yang diperuntukkan agar penelitian yang akan dil-

akukan ini berbobot ilmiah serta dapat dipertanggung-jawabkan keorisina-

litasnya. Sebab telaah pustaka bertujuan menyediakan informasi tentang 

penelitian yang terdahulu dan berhubungan dengan persoalan tema 

penelitian yang akan penulis teliti. Selain itu, telaah pustaka bertujuan un-

tuk menghindari pengulangan terhadap penelitian yang telah dahulu dil-

akukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Octavia dan Melina Nurul 

Khofifah pada Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus dengan 

judul “Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah 

Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut mengulas tentang gagasan Kemen-

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly yang 

berusah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat dengan 

dalih mencoba membebaskan para narapidana korupsi di tengah kecamuk 

Covid-19 atas nama kemanusiaan. Pada saat itu hampir semua elemen 

masyarakat mempersoalkan rencana dibebaskannya koruptor meski hal itu 

atas alasan kemanusian.11  

 
11 Putri Octavia, dkk “Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pan-

demi Covid-19,” Jurnal VOX POPULI, Vol. 3:1 (Juni 2020). 
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Metedologi dalam penelitian tersebut adalah desrkriptif kualitatif. 

Ia mendeskripsikan hasil penelitian dengan asumsi dan opini yang didasari 

secara ilmiah untuk menjelaskan analisa. Penelitian tersebut berfokus pada 

pernyataan Yasonna Laoly selaku Menkumham yang mengutarakan terkait 

pembebasan terdakwa korupsi.  

Kesimpulannya, usulan Yasonna Laoly dalam memperbaiki PP No. 

99/2012 menuai berbagai penentangan, alasan Meteri Hukum dan Ham itu 

diklaim memiliki kepentingan khusus dalam membebaskan narapidana 

koruptor, dan menggunakan dalih darurat Covid-19 hanya sebagai citra. 

Namun, Yasonna Laoly membantah para oposisi dirinya dengan alasan hal 

itu seluruhnya murni untuk kebaikan bersama. Ia bahkan melontarkan pern-

yataan bahwa para oposisi tidak mempunyai rasa kemanusiaan lantaran 

membiarkan korban narapidana tersiksa karena over kapasitas. 

Meski demikian, pernyataan Yasonna itu tetap ditolak dengan 

argumen bahwa justru ketika narapidana dibebaskan, hal itulah yang dapat 

mencederai Hak Asasi Manusia rakyat yang haknya telah dirampas oleh 

koruptor. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang turut membantah jika tem-

pat pengurungan narapidana over kapasitas, sebab justru fasilitasnya lebih 

lengkap. Dengan banyaknya tekanan oleh segala lini masyarakat, maka 

wacana pembebasan narapidana tersebut berakhir batal dilaksanakan.  

Berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji, penelitian ini berfokus 

dalam memperbaiki Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, karena 
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hal itu sangat merugikan sebagian masyarakat. Berbeda dengan yang akan 

peneliti kaji yang memfokuskan pada asas trasparansi dan HAM dalam Is-

lam.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endang Yuliana S dan 

Tri Wahyu Widiastuti Fakultas Hukum UNISRI Surakarta dengan judul 

“Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa 

Keadilan Masyarakat”. membahas mengenai pembebasan bersyarat dan 

pemberian remisi bagi koruptor yang menunjukkan terjadinya ambigu an-

tara aturan dan penerapannya. Hal itu dikarenakan adanya kekeliruan per-

sepsi penafsiran, atau ketentuan dalam aturan yang dikelola oleh aparat. 

Dalam persoalan tersebut disinyalir ialah Menkumham beserta staf pada za-

man Amir Syamsudin.12  

Kategori pembebasan bersyarat yang dipersoalkan adalah karena 

bersifat alternatif, padahal semestinya bersifat kumulatif, yang hanya 

ditekankan dalam satu syarat tertentu, padahal sebagaimana diatur dalam 

PP No 99 Th 2012, seharusnya dengan pemenuhan persyaratan, untuk 

kemudian sebagai dasar dalam memberi kebebasan bersyarat sebagaimana 

mengarah pada ketetapan pasal 43 (2) a,b,c,d , ayat (4) + pasal 43 A (1) 

a,b,c,d (3) dan pasal 43 B. 

Penelitian tersebut menggunakan metedologi jenis yuridis normatif. 

Yuridis normatif adalah penelitian dalam sekma hukum yang menekankan 

 
12 Endang Yuliana S. “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa 

Keadilan Masyarakat,” Jurnal EKSPLORASI, Vol. 18:1 (Agustus 2015). 
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agar meneliti sesuai bahan pustaka atau dengan data sekunder. Ketentuan 

dari data sekuner meliputi data pribadi maupun yang bersifat umum. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberian pem-

bebasan bersyarat untuk narapidana korupsi, sebagaimana telah ditetapkan 

dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya 

dalam PP No 99 Tahun 2012 mengenai Peralihan Kedua atas PP Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, sudah memenuhi persyaratan secara normatif. Namun, 

penting untuk menerapkan dan melaksanakannya dengan itikad baik agar 

tidak mengakibatkan pembebasan bersyarat dan remisi menjadi semacam 

komoditas bagi koruptor, yang dapat merusak dan merendahkan rasa kead-

ilan dalam masyarakat. 

Penelitian ini berfokus pada tidak konsistenannya antara aturan 

yang berlaku dengan prakteknya, berbeda dengan yang akan peneliti kaji 

yang memfokuskan pada asas trasparansi dan HAM dalam Islam. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Darmawati Fakultas 

Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul “Aspek Hukum 

Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi” 

membahas tentang tahap-tahap terpenuhinya hak-hak pemberian 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi tertuang di PP Nomor 

99 Tahun 2012 Tentang persyaratan serta proses Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah ke dalam PP 32 Tahun 
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1999.13 

Dalam penelitian tersebut metodelogi yang digunakan hukum 

normatif. Metode hukum normatif merupakan analisa berdasarkan 

pengkajian dan analisa secara rinci terhadap aturan hukum yang sekiranya 

berkesinambungan dengan pembebasan bersyarat. 

Kesimpulannya, pemberian hak pembebasan bersyarat kepada na-

rapidana korupsi mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai persyaratan serta cara 

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Selain memenuhi persyara-

tan sebagaimana yang ditetapkan dipasal 43 ayat (2), narapidana korupsi 

juga harus sesuai persyaratan tambahan yang ditetapkan dipasal 43 A Ayat 

(1) dari peraturan tersebut. 

Penelitian ini mengkaji terkait tahap-tahap pemberian hak-hak 

pembebasan bersyarat tehadap narapidana korupsi, apakah hal itu telah 

sesuai dalam Undang-undang pemasyarakatan atau belum. Hal itu berbeda 

dengan penelitian penulis, yang memfokuskan pada asas trasparansi dan 

HAM dalam Islam. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khomaini Magister 

Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. “Pemberian Pembebasan 

Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar” membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

 
13 Darmawati, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapi-

dana Korupsi,” Jurnal RESTORATIVE JUSTICE, Vol. 3:2 (November 2019). 
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Makassar berperan sebagai tempat peningkatan kualitas diri bagi narapi-

dana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat melalui proses re-

habilitasi. Maksud pembinaan narapidana sangat terkait pada prinsip-prin-

sip sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana merupakan mekanisme da-

lam masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan fokus pada 

resosialisasi dan penyembuhan pelaku, pengurusan dan penangkalab keja-

hatan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan 

kualitas narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan diharapkan dapat men-

capai tujuan pemidanaan, dan salah satu caranya adalah dengan mem-

berikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah tindakan 

membina narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat ter-

tentu, sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak perlu dijalani 

sepenuhnya.14 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

yuridis-empiris, yang mencakup pendekatan normatif dan empiris, serta 

mengambil pendekatan terhadap permasalahan menggunakan pendekatan 

statute dan konseptual. Pendekatan statute berarti bahwa analisis masalah 

didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sifat penelitian ini ber-

sifat deskriptif dan preskriptif. 

Kesimpulan dalam penelitian di atas adalah Pemberian hak pem-

 
14 Khomaini “Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lem-

baga Pemasyarakatan Kelas I Makassar,” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2:2 (Februari 2021). 
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bebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyara-

katan Kelas I Makassar, pemberian pembebasan hak bersyarat dalam pem-

binaan narapidana belum berjalan dengan efektif. Hal ini terkait baik 

dengan aspek persyaratan substansial maupun administratif, serta berbagai 

faktor seperti substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan 

prasarana, serta pengetahuan hukum yang kurang berdampak. 

Penelitian ini menyelidiki terkait efektivitas pemberian  

Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar, tidak sinkron dengan yg akan peneliti 

kaji yg memfokuskan di asas trasparansi dan  HAM pada Islam. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fajrianto Fakultas 

Hukum, Universitas Islam Malang dengan judul “Pembaruan Pengaturan 

Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia” 

membahas tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi 

pada UU Pemasyarakatan dalam UU NO 12 Tahun 1995, khususnya di 

Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) yang menyatakan bahwa narapidana berhak 

menerima pembebasan bersyarat. Adapun tatacara pelaksaan diatur oleh 

Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas PP No. 

32 Tahun 1999 tentang syarat serta tata cara aplikasi Hak warga  Binaan 

Pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995 yang digantikan atau dicabut oleh 

UU No. 22 Tahun 2022 pada Pasal 10 Ayat (1) huruf  (f), yang mengatakan 

bahwasanya narapidana yang sudah terbukti sesuai persyaratan tertentu 

“tidak terkecuali” tentu boleh mendapatkan pembebasan bersyarat.  
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Dampak dari hilangnya ketentuan Justice Collaborator yang tidak 

terdapat dalam undang-undang pemasyarakatan mengakibatkan sulitnya 

menyelesaikan masalah hingga ke dasar-dasarnya serta tidak memberikan 

efek bosan terhadap narapidana sehingga korpsi terus dilakukan.15 

Adapun jenis dalam penelitian ini ialah penelitian peraturan nor-

matif. Pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis ketika melakukan 

penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan beserta pendekatan 

konseptual. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui pene-

lusuran pustaka, yang kemudian dianalisis. deskripsi kualitatif. 

Kesimpulan penelitian ini artinya Undang-Undang Nomor 22 Ta-

hun 2022 tentang Pemasyarakatan mengganti Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 yang mengarah kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

28P/HUM/2021. Putusan ini menegaskan syarat-syarat sebagai kolaborator 

hukum yang sebelumnya telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012, Pasal 43A ayat (1) huruf (a) bagi orang yang divonis pidana 

Tipikor ingin mendapat manfaat pembebasan bersyarat, tanpa ada kekuatan 

hukum mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 di-

jadikan sebagai dasar hukum oleh undang-undang pemasyarakatan.  

Dipasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 telah dijelaskan dengan jelas 

persamaan hak antara terpidana tindak pidana korupsi dengan terpidana 

menurut hukum adat dalam hal pembebasan bersyarat. Tidak ada lagi 

 
15 Fajrianto, “Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi 

di Indonesia,” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 4:2 (Juni 2023). 
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kewajiban untuk menjadi kolaborator keadilan agar terpidana korupsi bisa 

mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, akan sulit 

menemukan sumber korupsi yang dapat mengurangi efek jera hukuman ter-

hadap narapidana. Selain itu, karena banyak terpidana korupsi yang masih 

mempunyai harta benda yang cukup besar selama berada di penjara, dan 

karena tidak adanya sanksi untuk menangani pemiskinan, maka risiko ter-

jadinya residivisme menjadi lebih tinggi. 

Penelitian ini menyelidiki regulasi mengenai kebebasan bersyarat 

bagi terpidana korupsi diundang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, serta dampaknya mengenai upaya pembasmian korupsi di 

Indonesia. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian yang akan peneliti kaji 

memfokuskan pada asa transparansi dan hak asasi manusia dalam Islam. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Teguh Iman Sationo 

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan judul 

“Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana 

Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19” mengungkapkan tentang 

kebijakan pembebasan narapidana menjadi langkah previntif Covid-19 

pada Indonesia, langkah kebebasan bersyarat terhadap rakyat binaan 

diklaim sebagai langkah revolusioner. Hal ini dikarenakan tingginya risiko 

penyebaran pada dalam populasi masyarakat binaan, di mana Bila satu 

orang terserang, bisa berdampak pada seluruhnya. Selain itu, eksistensi 

narapidana dengan penyakit bawaan juga mengancam keselamatannya 

secara serius. Regulasi hukum yang berkesinambungan dengan 
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pembebasan narapidana menjadi tindakan preventif Covid-19 pada 

Indonesia dilakukan di luar mekanisme yang diatur dindang-Undang angka 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta PP No. 99 Tahun 2012, hal 

tersebut dikarenakan situasi preventif Covid-19.16 

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, khususnya pada 

penelitian hukum doktriner yang dikenal juga selaku penelitian per-

pustakaan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pemberian 

kebebasan narapidana selaku upaya preventif Covid-19 di Indonesia diang-

gap tidak mengakui kontribusi KPK yang telah bekerja keras dalam mem-

bersihkan birokrasi. Kedua pada nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 

yang mengatur pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan in-

tegrasi untuk melindungi pengedaran Covid-19 perlu dipertimbangkan 

ulang khususnya terkait pembebasan syarat bagi koruptor. Hal ini karena 

terdapat syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh narapidana pidana korupsi, 

yaitu bersedia kolaborasi untuk membantu mengungkap perkara pidana 

yang dilakukannya. Tindakan tersebut penting untuk upaya memutus rantai 

korupsi dan memberikan kesadaran agar membangun birokrasi yang bersih. 

Penelitian ini mengeksplorasi Ratio Legis pembebasan narapidana 

sebagai strategi agar mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan 

mengkaji kerangka hukum yang mengatur kebebasan narapidana sebagai 

 
16 Teguh Iman Sationo “Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana 

Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19,” Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3:2 (September 2020). 
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preventif COVID-19 di negara ini. Hal ini tidak sama pada penelitian yang 

akan peneliti kaji yang mana peneliti akan lebih menitik beratkan pada asas 

transparansi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Islam. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penny Naluria Utami 

dengan judul “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan 

(Justice for Convicts at the Correctionl Institutions),” membahas tentang 

Metode dan pendekatan dalam membina narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lapas, 

memiliki dua pendekatan yang berbeda. Salah satu bentuk pendekatan di 

luar lapas adalah Pembebasan Bersyarat, proses pembinaan bagi narapidana 

yang sudah memenuhi syarat-syarat khusus untuk kembali di masyarakat. 

Proses binaan di lapas ini melibatkan beberapa tahap, yaitu Admisi 

pengenalan, pengenalan kepada masyarakat, penyatuan ke masyarakat, dan 

persiapan bersatu atau kembali berbaur ke masyarakat. 

Dalam pembinaan di luar lapas, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 

(HAM) dibagi ke dalam pembuatan kebijakan manajemen narapidana. 

Pembinaan narapidana disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, dan Standar Minimum Rules (SMR) yang tercermin 

dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah tahap terakhir 

dalam sistem peradilan pidana dan merupakan bagian integral dari tata 

peradilan yang terpadu (Integral Justice System). Dengan demikian, baik 

dalam hal struktur lembaga pemasyarakatan, pendekatan pembinaan, mau-

pun peran petugas pemasyarakatan, semuanya ialah bagian yang tidak 
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terpisahkan dalam kelangsungan penegakan hukum yang juga melihat 

HAM.17 

Metode penelitian ini merupakan naratif analisis adapun pendeka-

tannya yaitu secara kualitatif. Tujuan menggunakan metode penelitian ini 

supaya data yang terkumpul di lapangan bisa dijelaskan secara fakta serta 

naturalistic dan sinkron pada kondisi yang sebenarnya. 

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah, pertama, Program reinte-

grasi sosial atau yang dikenal dengan layanan pemberian Remisi, Asimilasi, 

CMK, PB, CMB, dan CB bertujuan untuk memfasilitasi Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam kembali menyatu dengan masyarakat tanpa mem-

berikan stigma negatif terhadap masa lalu hukum mereka, seiring dengan 

pembinaan yang diterima di Lapas.  

Kedua, implementasi penyerahan hak narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan masih dihadapkan pada kendala terkait prinsip hak asasi 

manusia. Masih terdapat perbedaan pandangan di antara pihak penegak 

hukum mengenai definisi 'justice collaborator', yang seharusnya sudah di-

jelaskan. Meskipun Lembaga Pemasyarakatan sudah berupaya semaksimal 

dalam memberikan hak narapidana sesuai dengan ketentuan, terkadang 

proses ini membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan keputusan 

akhir soal diterima atau ditolaknya pengusulan tersebut. 

 
17 Penny Naluria Utami dengan judul “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyara-

katan (Justice for Convicts at the Correctionl Institutions),” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 

Volume 17:3 (September 2017). 
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Tidak sama dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti yang berfokus 

pada prinsip transparansi dan hak asasi manusia dalam Islam, penelitian ini 

mengkaji pola dan metode pembinaan narapidana di Lapas/Rutan serta 

bagaimana prinsip hak asasi manusia dimasukkan ke pada perumusan 

kebijakan pengelolaan pemasyarakatan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo Hayono 

Kategu dengan judul “Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana 

Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Masyarakatan” 

membahas mengenai ketentuan Pasal 15, Pasal 15 a dan 15 b, dan Pasal 16 

KUHP yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam kaitannya 

dengan hukum pidana, serta pemberian pembebasan bersyarat bagi tahanan 

yang telah berkelakuan baik selama dibina di dalam lembaga 

pemasyarakatan. Bagi tahanan yang telah memenuhi persyaratan 

administratif dan substantif, Lembaga Pemasyarakatan akan mengajukan 

usulan pembebasan bersyarat, yang kemudian melalui proses hingga 

disetujui oleh Menteri Kehakiman atau pejabat lain yang ditunjuk, dalam 

hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan..18 

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dan 

dimulai dengan menyimpulkan informasi dari pasal-pasal yang mengatur 

topik-topik yang disebutkan di atas. Masalah yang diteliti menyangkut 

 
18 Reinaldo Hayono Kategu dengan judul “Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapi-

dana Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Masyarakatan,” Jurnal Lex Crimen 

Vol. 8:6 (Jun 2019). 
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hukum dan bagaimana hukum tersebut digunakan dalam praktik, oleh ka-

rena itu cara pendekatan yang disebutkan di atas digunakan. 

Sebagai kesimpulan, hukum positif Indonesia mengatur pembeba-

san bersyarat melalui beberapa peraturan, termasuk yang terdapat di dalam 

KUHP Pasal 15 dan 15 a dan 16 serta UU Pemasyarakatan No. 12 tahun 

1995, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999, yang menguraikan syarat-

syarat dan ketentuan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas/Rutan yang 

kemudian diamandemen dengan PP No. 99 tahun 2012, dan Peraturan Men-

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 tahun 2018. Tahanan yang telah 

menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya dan berperilaku baik selama 

masa hukumannya dapat memenuhi syarat supaya mendapatkan pembeba-

san bersyarat. Tahanan yang melaksanakan hukuman atas tindak pidana 

umum yang berperilaku baik dan mengikuti aturan mungkin memenuhi 

syarat agar bebas bersyarat. Tahanan yang dihukum karena perbuatan yang 

melibatkan korupsi, terorisme, narkoba dan zat psikoaktif, kejahatan ter-

hadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan keja-

hatan terorganisir transnasional lainnya tidak memenuhi syarat untuk pem-

bebasan bersyarat karena mungkin sulit bagi mereka untuk mendapatkan 

sertifikat yang menunjuk mereka sebagai justice collaborator. Khusus un-

tuk mereka yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, mereka juga harus 

melakukan pembayaran atau mengganti kerugian sesuai dengan keputusan 

hakim. 

Berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji, yang berfokus pada 



22 
 

 

prinsip-prinsip keterbukaan dan hak asasi manusia dalam Islam, penelitian 

ini mengkaji pengaturan pembebasan bersyarat hukum pidana Indonesia 

dan bagaimana pemberian pembebasan bersyarat bagi tahanan yang 

berperilaku baik selama binan di lembaga pemasyarakatan. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Asas Transparansi 

Asas transparansi yaitu merupakan dasar/asas yang bersifat 

membuka dan terbuka sesuatu terhadap kepemilikian atau hak masyarakat 

dalam kaitannya dengan informasi yang jujur, benar, serta tidak 

diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dan karena itu 

berkewajiban melindungi hak asasi golongan, rahasia negara, maupun 

pribadi. Dibangunnya asas tersebut ialah berkenaan dengan pemberrian 

kebebasan dalam memeroleh informasi sejauh menyangkut kepentingan 

umum.19 

Transparansi merupakan asas yang bersifat aktual, terbuka, jelas 

serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Konsep transparansi 

perlu dan wajib dilaksanakan pada lembaga-lembaga atau lembaga-

lembaga umum yang mempunyai keinginan khusus terhadap banyak orang. 

Hal ini perlu dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi awal terhadap setiap 

perilaku serrta tindakan yang hendak atau akan dilakukan oleh masing-

 
19 Sri Wahyuni, “Imlpementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan 

Pemerintah Daerah Yang Bersih,” Jurnal Katalogis, Vol. 3:11 (Nopember 2015). 
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masing lembaga tertentu.20 

Dalam pemerintahan, transparansi diidentikkan dengan kejujuran 

dan terbukaan pemerintah dalam rangka membuat, memutuskan maupun 

menjalankan perundang-undangan sehingga dapat diketahui dan diawasi 

masyarakat. Dalam asas transparansi menharuskan akan kejujuran atas 

setiap informasi secara nilai. Menurut Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-

Misbah, sebagaimana dijelaskan Surat Al-Isrā’ ayat 35 menjelaskan tentang 

menyempurnakan takaran. Apabila menakar sesuatu milik orang, maka 

timbanglah dengan neraca yang seimbang sesuai takaran yang adil dan 

benar.21  

Qur’an Surah Al-Isrā’ ayat 35:22 

   واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس الْمستقيمۗ ذلك خير واحسن تأويل

2. HAM dalam Islam 

Secara definitif, hak asasi manusia memiliki makna dasar yang 

diketahui dengan (Haqq al- Insânî al-Asâsî atau juga disebut Haqq al-

Insânî ad-Darûrî) dalam bahasa Arab. Terdapat atas tiga kata, hak (haqq) 

yang berarti: kepemilikan, kekuasaan, milik, kewenangan melakukan hal. 

Hal itu ialah “sesuatu” yang mesti didapat. Kata manusia (al-insân) artinya: 

 
20 Andi Safriani, “Telaah terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa,” 

Jurnal Jurisprudentie, Vol. 7:1 (Juni 2020). 

21 M Qurasih Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet. Ke-3 (Lentera Hati, 2005), Vol 7, hlm. 462. 

22 Al-Isrā’ (17): 35. 
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makhluk yang berakal, dan memiliki tugas sebagai subjek hukum. Semen-

tara asasi (asâsî), artinya pokok atau dasar.23 

Dalam Islam, konsep hak asasi manusia mengajarkan tentang 

menghormati, melindungi dan mengakui hak kehidupan tiap orang. Agama 

Islam telah menerangkan bahwa sejatinya mati dan hidup merupakan hak 

prerogatif kekuasaan Allah SWT. Dalam arti, hal itu tidak dapat diketahui 

siapa pun dan karena itu tak dapat diganggu gugat. Mengenai hak asasi 

manusia, ajaran mengenai hak dapat ditemukan dalam berbagai sumber sep-

erti Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, hal itu tercermin pula pada praktik 

kehidupan manusia-nya.24 

Dalam tradisi Islam, upaya menegakkan keadilan dan hak asasi 

manusia telah diupayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau secara gigih 

memerjuangkan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Pada 

ujungnya upaya Beliau menghasilkan Piagam Madinah sehingga kelompok 

yang mulanya terpisah dan terbagi dalam beberapa suku, ras dan budaya 

dapat dipersatukan di bawah panji Syariat Islam. Kalimat pembuka dalam 

Piagam Madinah berisi sebagai berikut: “Semua manusia merupakan 

(umatan wahidah), yang berkonotasi umat manusia merupakan yang satu, 

yang lahir dan bersumber dari Kesatuan”. Hal tersebut berarti bahwa setiap 

manusia secara individu maupun kelompok tidak sedikit pun memiliki 

 
23 Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Pendidikan, Vol, 3:1 (Mei 2022). 

24 Ibid 
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perbedaan, baik warna kulit, suku, bangsa maupun sejenisnya; dan kare-

nanya seluruh umat memiliki hak keseteraan.25 

Piagam Madinah menerangkan mengenai pedoman yang berkaitan 

dengan etika dan prinsip-prinsip dalam berkehidupan masyarakat maupun 

negara. Hal ini mengindikasikan asas keadilan yang menjadi salah satu ru-

jukan penting dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dalam 

berbagai dimensinya, keadilan beserta prinsip dan penerapannya merupa-

kan cita-cita tertinggi umat manusia yang tidak mudah dalam 

mewujudkannya. Secara tegas, Piagam Madinah menyatakan asas keadilan 

sebagai suatu sistem hukum masyarakat Madinah. Dipasal 2-10 dinyatakan 

bahwa seorang beriman diharapkan mampu berlaku adil dalam membayar 

hutang dan membayar tawanan tanpa harus ada pihak yang tidak diun-

tungkan.26 

Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam tentang Hak Asasi 

Manusia, bertujuan untuk berkontribusi pada usaha manusia dalam 

mengukuhkan hak asasi manusia, dalam rangka menghindarkan manusia 

terhadap eksploitasi serta penganiayaan. Selain itu, juga dilakukan usaha 

yang sama dalam menegaskan kebebasan dan hak mereka untuk hidup 

bermartabat sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, berdasarkan prinsip 

persaudaraan dan kesetaraan di antara semua umat manusia yang telah 

 
25 Ridhatullah Assya’bani, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep 

Ham Dalam Piagam Madinah,” Jurnal Al Falah, Vol. 18:2 Tahun (2018). 

26  Abdul Khair, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Madinah dan Undang-Un-

dang Dasar 1945,” Jurnal HIMMAH, Vol. 9:26 (Mei - Agustus 2008). 
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ditetapkan secara tegas oleh semua agama samawi. Tanpa 

mengesampingkan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan martabat dan 

harkat manusia serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam konvensi Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam telah 

menyetujui 25 pasal tentang HAM, salah satu ketentuan yang terdapat 

dalam konvensi tersebut yaitu pasal 22 tentang Hak atas Akses terhadap 

Keadilan dan peradilan yang adil: menyebutkan bahwa seluruh individu 

berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa perbedaan. Hak atas proses 

hukum dan keadilan dijamin bagi setiap orang melalui otoritas yang ceka-

tan, mandiri, dan pengadilan yang tidak condong, yang dibentuk hukum, 

dalam waktu yang wajar.27 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 

hukum normatif (normative legal research), yang berfokus menelaah se-

luruh hukum yang terbakukan dari beragam aspek. Misalnya yang telah 

termktub dalam teori, filosofi, perbandingan, sejarah, komposisi dan 

struktur, materi dan ruang lingkup, konsistensi, pasal, formalitas, kekuatan 

undang-udang serta bahasa hukum yang digunakan.28 

Bagi seorang akademikus seperti Peter Mahmud Marzuki, hukum 

 
27 “The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights,” 

Conventions (oic-oci.org), akses 16 juli 2023. 

28 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm 101. 

https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=40&p_ref=16&lan=en
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normatif dalam suatu penelitian merupakan proses penemuam kaidah-

kaidah, asas, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan terkait 

masalah hukum.29 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif-analisis 

merupakan penelitian yang berbasis analisa terhadap data-data yang di-

peroleh. Kemudian, data didekati dengan suatu metode dan diklarifikasi se-

bagaimana mengacu pada persoalan yang akan diteliti.30 

3. Pendekatan Penelitian 

Mengenai pendekatan penelitian, dipenelitian ini digunakan metode 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan tersebut merupakan metode da-

lam membaca segala hal-ihwal terkait perundang-undangan. Oleh karena 

penelitian ini mengkaji aturan hukum, maka metode yuridis-normatif 

digunakan sebagai pendekatan.31 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan penelitian 

ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menelusuri dan menelaah secara detail terkait pustaka dan lit-

erature, seperti majalah ilmiah, jurnal, buku, dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini pertama-tama adalah dilaksanakan dengan cara membaca, 

 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 

hlm 35. 

30 Sukanda Rumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet. Ke-4. (Yog-

yakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012), hlm 104. 

31 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian HukumNormatif dan Emperis, (Jakarta: Kencana, 

2016), hlm. 132. 



28 
 

 

menelaah, mencatat, membuat ulasan terkait bahan-bahan pustaka yang 

tersedia beserta kaitannya pada pemberi bantuan hukum. 

 

5. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah seluruh materi mau-

pun bahan hukum yang berkedudukan mengikat, dan terdiri seperti pe-

rundang-undangan UUD NRI 1945, Undang-undang No 22 tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan, Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Ber-

syarat, Permenkumham No 7 Tahun 2022 Pergantian Kedua atas Pera-

turan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 ten-

tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat, dan Permenkumham No 16 Tahun 2023 Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Ta-

hun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder ialah data kedua yang dijadikan bahan sebagai 

pembantu data setelah sumber primer. Sumber hukum sekunder terdiri 
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dari karya ilmiah yang berlatar belakang hukum umum ataupun hukum 

Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku terkait, artikel, 

jurnal, ataupun data yang diperoleh dari internet. 

c. Sumber Tersier 

Sumber tersier mencakup sumber data yang memberikan arahan 

maupun keterangan di atas, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber 

tersier bisa didapat dari kamus-kamus. 

6. Analisis Data 

Menurut Saipuddin Azwar, analisis data adalah metode atau cara 

yang digunakan agar data yang diolah menjadi informasi. Selain itu, juga 

supaya sifat-sifat data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk 

memecahkan masalah dalam suatu penelitian.32 Sementara itu, analisis yang 

hendak digunakan pada penelitian ini, adalah teknik deskriptif-kualitatif. 

Teknik ini lazimnya mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan 

seluruh permasalahan yang ada, kemudian menyimpulkan secara deduktif, 

yakni menarik kesimpulan umum ke dalam kesimpulan khusus. 

Dengan demikian, apabila data yang diperlukan telah dikumpulkan 

menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, maka langkah keselan-

jutnya adalah pengolahan dan analisis data tersebut. Dalam menganalisis, 

peneliti mencoba langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Lalu 

metode analisis yang dikumpulkan dari pokok-kaidah tertentu itu kemudian 

 
32 Saipuddin Azwar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 

hlm. 91. 



30 
 

 

ditarik menjadi landasan yang lebih umum. Dengan metode analisis ini, 

peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima 

bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berfungsi secara rinci dan 

sistematik. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:  

Bab Pertama. Bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya 

memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian 

pustaka, metodologip penelitian, sistematika penulisan dari penelitian yang 

dilakukan.  

Bab Kedua. Bab kedua berisi pengembangan landasan teori dan 

penjabaran lanjutan dari kerangka teori tentang sub-sub teori Asas Trans-

paransi dan HAM dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis 

masalah yang menjadi persoalan penelitian. 

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai undang-undang nomor 

22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. 

Bab Keempat berisi analisa data. Analisan tersebut adalah jawaban 

dari rumusan masalah penelitian mengenai Asas Transparansi Dalam Pen-

erapan Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi Menurut Undang-

Undang No. 22 Tahun 2022 Perspektif HAM dalam Islam.  

Bab Kelima. Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan penelitian dan 

saran-saran.
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebe-

lumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban 

dari rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Suatu aturan harus bersifat transparan sebab transparansi merupakan 

kajian yang membahas keterbukaan dalam proses kegiatan. Artinya 

tidak ada yang ditutup-tutupi, dan seterang mungkin dapat dilihat pub-

lik. Adanya prinsip ini betapa pun sangatlah mendasar, yang mana 

dengan itu setiap segala keputusan ataupun kebijakan pemimpin di ru-

ang-lingkup kepemerintahan maupun organsisasi menjadi terbuka, 

maka dengan demikian keadilan dapat terwujudkan; sehingga tidak 

terjadi kecurangan dan kecurigaan di mata masyarakat. Namun dalam 

mekanisme penerapan Hak Pembebasan Bersyarat dalam Undang-un-

dang Nomor 22 Tahun 2022 tidak dijelaskan secara rinci untuk 

mendapatkan surat keterangan baik, surat keterangan baik adalah sa-

lah satu syarat agar narapidana korupsi mendapatkan pembebasan ber-

syarat. Keterbukaan dalam mendapatkan surat keterangan baik sangat 

penting sebab persyaratan ini rawan terjadi kecurangan apabila tidak 

dilakukan secara transparan. Jika suatu aturan tidak dilakukan secara 

transparan maka akan terjadi ketidak adilan dalam sebuah keputusan 

dan dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah. 
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2. HAM dalam Islam merupakan kepemilikan dalam diri pribadi sejak 

lahirnya ia ke dunia, yang dianugrahkan oleh Tuhan dan karenanya 

tidak ada sesuatu pun yang berwenang menganggu dan mencabut hak 

yang pada dasarnya merupakan pemberian langsung dari Tuhan. 

Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyara-

katan dibuat dalam rangka melindungi hak-hak para narapidana, 

memperkuat sistem pemasyarakatan, dan memperkuat konsep keadi-

lan. Namun penerapan UU Pemasyarakatan ini dinilai tidak adil dalam 

memberikan Hak atas keadilan dan Hak atas kesetaraan, sebab syarat 

dan proses dalam penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapi-

dan korupsi sangat memudahkan bagi para narapidana korupsi untuk 

mendapatkan kebebasan. Hal ini tentu bertentangan karena Islam san-

gat menjunjung tinggi keadilan, apabila suatu aturan tidak dilakukan 

secara adil maka akan ada hak-hak orang lain yang akan diambil. Hak 

atas kesetaraan yaitu tidak membeda-bedakan dan tidak memandang 

warna kulit, ras, ataupun jenis kelamin. Tetapi dalam UU Pemasyara-

katan penerapan hak pembebasan bersyarat dinilai tidak sesuai dalam 

memberikan haknya karena kejahatan korupsi adalah kejahatan yang 

merugikan hak bangsa dan negara seharusnya penerapan UU 

Pemasyarakatan ini tidak mempermudah dalam memberikan pem-

bebasan bersyarat suapaya tidak mencedrai kesetaraan dihadapan 

hukum. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang peneliti kerjakan ada beberapa saran 

yang peneliti sarankan untuk pembaca; 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan masih 

perlu dikaji secara mendalam, sebab dalam UU Pemasyarakatan tersebut 

dinilai mempermudah bagi narapidana yang melakukan kejahatan besar 

untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, maka dirasa perlu ada yang 

meneliti lebih dalam terkait UU Pemasyarakatan. 

2. Penulis memberikan rekomendasi untuk pembaca, bahwa perlu adanya 

kajian kemaslahatan terkait dengan UU Pemasyarakatan, untuk menge-

tahui lebih dalam sampai mana UU Pemasyarakatan baik untuk diterap-

kan dimasyarakat. 
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